PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan. Perintis Kemerdekaan No. 75 (0281) 35220
Purwokerto ) 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Nomor : 024 /3362 /2010
Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA’ARIF NU 2 AIBARANG

KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

Membaca ;|
b.
Menimbang D a.
b.
Mengingat -
2.
3.

Proposal yang diajukan oleh Yayasan Pengelola tl\"endidikan SMK Ma’arif NU
Ajibarang Nomor : 04/Y PPSMK/11/2010 tanggal 25 ;Fwebruari 2010 perihal
Proposal Pendirian SMK Ma’arif NU 2 Ajibarang Program Keahlian Farmasi
dan Analis Kesehatan;

Hasil Verifikasi Tim Penilai dan Pendiriail Sekolah Baru Bidang Pendidikan
Menengah Dinas Pendidikan Kabupafen Banyumas Tanggal 27 Maret 2010;
bahwa permohonan dimaksud dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk pendirian sekolah baru;

bahwa sehubungan dengan huruf a pada Keputusan ini maka dipandang tidak
berkeberatan untuk memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan SMK
Ma’arif NU 2 Ajibarang dengan Program Keahlian Farmasi dan Analis
Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-—UndaI;g Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);



Memperhatikan :

Menshtapkan
PERTAMA

L Pemegang 1}m wajib mentaati hal-hal sebagai berikut : ,'-‘1 o

o
o
e

* 4, Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan
"' | Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota sebagm daerah

.. Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lémbaran Negara Repﬁblildndonesia Nomor 4737); |
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagai mana , telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tanggal 26 April
2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; ..
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjmmas “Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daersh Kabupaten Banyumas.

Surat Direktorat Manajemen Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional
Nomor 3970/C5.4/MN/2009 Tanggal 17 Desember 2009 perihal Rekomendasi
Pembukaan Program Studi / USB-SMK Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN
: Memberikan ijin kepada :
" Nama . Drs. H. DJAMIL MUNTHOHA
Alamat : Desa Lesmana RT 04 RW 03 Ajibarang
Telp. 08122972355
Selaku  :Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan SMK Ma’arif NU 2
Ajibarang
Untuk ;  : Menyelenggarakan dan mendirikan SMK Ma’arif NU 2
Ajibarang dengan Program Keahlian Farmasi dan Analis
) Kesehatan | o
Lokasi . J1. Pandansari Ajibarang o

Status Bangunan : untuk sementara memakai SMA Ma’arif NU 1 Ajibaratig ;

: Pemegang ijin sebagaimana Diktum PERTAMA diharuskan meme_nuhi ketentuan
oy

sebagai berikut :

a. Untuk memberikan layanan pendidikan sesuai standar yang dltentukan
‘kepada setiap peserta didik; -

ar

-



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan disampaikan kepada Yth. : oy
Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen di Jakattz
Bupati Banyumas;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
Asisten Ekonomi dan Pembangunan;

Ketua BAPPEDA Kabupaten Banyumas;

Kepala BAKESBANGPOLINMAS;

Arsip

NN A LR~

¢. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
. Pada masing-masing program keahlian hanya dibolehkan membuka 2 (dua)

rombongan belajar dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar 32 peserta;

. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kesejahteraan, dalam

menyelenggarakan pendidikan;

. Sesuai dengan pasal 9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasioal Nomor 060/U/2002

maka Pemegang ijin untuk tetap melakukan konsultasi dan koordinasi dengan
institusi/lembaga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan program keahlian

dimaksud;
g. Mematuhi setiap Peraturan Perundangan yang berlaku;

h. Dalam tahun kedua berjalan diupayakan sudah membangun gedung secara
mandiri.

2. Pemegang ijin dilarang :
a. Mengalihkan ijin kepada pihak lain tanpa seijin dari Dinas Pendidikan;
b. Melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan ijin
- Ijin tersebut sebagaimana Diktum Pertama dapat dicébut apabila :
a. Ijin diperoleh tidak sah;
b. Pemegang ijin melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana Keputusan ini;
¢. Pemegang ijin tidak melaksanakan kegiatan Pendidikan selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa memberikan alasan yang jelas dan sah.
- Hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat di komunikasikan
/ dikonsultasikan dengan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 30 Maret 2010




